
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 N omor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286; 

1. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana 
Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022; 

c. 

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 
272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu 
menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
dengan Peraturan Bupati berpedoman pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Menengah Daerah; 

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 
2018 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah; 

PERATURANBUPATIBOMBANA 
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7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

9. 

6. 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di 
Provinsi Sulawesi Tenggara {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4310); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4774); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Dae rah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. 

14. 

13. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 157); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 
Tahun 201 7 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2005-2025; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana 
Tahun 2017- 2022; 

23. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan 
Bupati Bombana Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Bombana. 

Nomor 
Ruang 
2013- 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
13 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata 
Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 
2033; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifik:asi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 
Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023; 
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8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan 
Daerah adalah suatu proses pemantauan dan 
supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan pembangunan serta menilai basil 
realisasi kinerja dan keuangan untuk 
memastikan tercapainya target secara ekonomis, 
efisien, dan efektifi 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Kabupaten Bombana. 

4. Bupati adalah Bupati Bombana, 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bombana dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Bombana. 

6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang 
sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang 
dimiliki Daerah untuk peningkatan dan 
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan 
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses 
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing 
Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya. 

7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu 
proses untuk menentukan kebijakan masa 
depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan 
berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 
yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 
yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA 
STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN 
BOMBANATAHUN 2017-202 
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15. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- 
upaya yang akan dilaksanakan untuk 
mewujudkan visi. 

17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan 
dicapai atau dihasilkan dalam danga waktu 5 
(lima) tahunan. 

13. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan 
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini 
dengan yang direncanakan dan kesenjangan 
antara apa yang ingin dicapai di masa datang 
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. 

14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang 
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 
perencanaan pembangunan Daerah karena 
dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan 
karakteristik bersifat penting, mendasar, 
mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerin tahan Daerah di masa yang akan datang. 

10. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten 
Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra 
Dinas Perpustakaan adalah dokumen perencanaan 
Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana untuk 
perode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten 
Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah 
dokumen rencana Dinas Perpustakaan Kabupaten 
Bombana yang memuat program dan kegiatan 
yang diperlukan un tuk mencapai sasaran 
pembangunan. 

12. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan 
keuangan Daerah untuk menentukan sumber­ 
sumber dana yang digunakan dalam 
pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber 
dana dan peningkatan kualitas belanja dalam 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dalam upaya mencapai vrsi dan misi 
Kepala Daerah serta target pembangunan 
nasional. 

. . 

9. Rencana Pembangunan Uangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai 
dengan berakhimya masa dabatan Bupati 
Bombana. 
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26. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi 
sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu 
kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam 
bentuk keluaran (out put), hasil (out come), dampak 
(impact). 

27. Keluaran (out put) adalah suatu produk akhir 
berupa barang atau dasa dari serangkaian proses 
atas sumber daya pembangunan agar hasil ( out 
come) dapat terwujud. 

20. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan 
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi 
isu strategis daerah/perangkat daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategi. 

21. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang 
dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai 
sasaran RPJMD. 

22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu 
atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

23. Program Pembangunan Daerah adalah program 
strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk 
mencapai sasaran RPJMD. 

24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 
aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 
(out put) dalam rangka mencapai hasil (uot come) 
suatu program. 

25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak 
dari kegiatan/program/sasaran sehubungan 
dengan penggunaan sumber daya pembangunan. 

18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang 
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa 
hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah 
yang diperoleh dari pencapaian hasil (out came) 
program perangkat daerah. 

19. Strategi adalah langkah yang berisikan program­ 
program sebagai prioritas pembangunan 
daerah/perangkat daerah untuk mencapai 
sasaran. 
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35. Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan 
informasi pembangunan daerah, informasi 
keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan 
Daerah lainnya yang saling terhubung untuk 
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 
pembangunan daerah. 

34. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang 
selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah 
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, 
dan partisipatifi untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi 
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 
wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau 
program. 

33. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat 
RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat 
potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya 
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun 
waktu tertentu. 

28. Hasil ( out come) adalah keadaan yang mgm 
dicapai atau dipertahankan pada penerima 
manfaat dalam periode waktu tertentu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
beberapa kegiatan dalam satu program. 

39. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 
berupa basil pembangunan/layanan yang 
diperoleh dari pencapaian basil (out come) 
beberapa program. 

30. Musyawarab perencanaan pembangunan yang 
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum 
antar pemangku kepentingan dalam rangka 
menyusun rencana pembangunan Daerah. 

31. Forum Perangkat Daerah merupakan forum 
sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan 
Daerah untuk merumuskan program dan 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi 
Perangka t Daerah, 

32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 
disingkat RTRW adalah basil perencanaan tata 
ruang yang merupakan penjabaran strategi dan 
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayab 
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam 
struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. -· 
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(3) Rencana Dinas Perpustakaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

Pasal 3 

( 1) Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2017-2022 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) 
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah di bidang perhubungan, yang disusun 
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif .. 

(2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam Renstra sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diselaraskan dengan 
pencapaian sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana 
Strategis Perpustakaan Nasional dan Arsip 
Nasional Republik Indonesia dan Rencana 
Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan 
nasional dan provinsi. 

BAB III 
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DINAS 

PERPUSTAKAAN 

Pasal 2 

(1) Renstra Dinas Perpustakaan Tahun 2017-2022 
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017- 
2022. 

(2) Renstra se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas 
Perpustakaan. 

BAB II 
KEDUDUKANRENSTRAPERANGKATDAERAH 

36. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya 
sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke 
dalam strategi pembangunan untuk menjamin 
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, 
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 

37. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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(4) Rencana Dinas Perpustakaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tercasntum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta 
Pendanaan 

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang 
Urusan. 

Bab VIII : Penutup 
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Bab III 

Bab II 

Bab I : Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sistematika Penulisan 

: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur 

Perangkat Daerah 
2.2 Surnber Daya Perangkat Daerah 
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat 

Daerah 
: Permasalahan dan Isu-Isu Strategis 

Perangkat Daerah 
3.1 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan Perangkat Daerah 

3 .2 Telaahan Visi, Misi, dan 
Program Bupati dan W akil Bupati 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan 
Renstra 

3 .4 Telaahan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Kajian Lingkungan 
Strategis 

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 
Bab IV : Tujuan dan Sasaran 
Bab V : Strategi dan Arab Kebijakan 



BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR l!l 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOUBAllA, 

Diundangkan di Rum bia 
pada tanggal ~o JAt-\\J"-!l--' 2020 .I' 

5 
4 
3 

H. TAFDIL 

2 

r 
BUPATI BOUBARA, 

h 

n{) 
NO UNO'/SAllJAN KERJA PARAF 

1 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal ,2() JAt-\v~\2-, 2020 PARAF KOORDINASI 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bombana. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 4 

BAB III KETENTUAN PENUTUP 
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Dasar. Perpustakaan dan Kearsipan. Sehingga dalam menyusun Renstra 

Dinas Perpustakaan selain berpedoman kepada RPJMD Kabupaten 

Bombana Tahun 2017-2022, 1uga memperhatikan Renstra Perpustakaan 

Nasional Tahun 2014-2019 dan Renstra Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI) Tahun 2014-2019. 

Pelayanan Non Wajib Urusan Pemerintahan melaksanakan 

Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Bombana yang berdiri 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 

2016 tanggal 12 Desember 2016, merupakan Perangkat Daerah yang 

daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat 

tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 

Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 

terdiri dari Renstra Perangkat Rencana Perangkat Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis 

(Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan strategi , kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas 

dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada 

Rencana Pembangunan Uangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat 

indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan 

dan kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran 

Perencanaan pembangunan daerah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 1angka waktu tertentu 

di daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan terhadap 

rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. 

1.1. Latar Belakang 

BABI 

PEUDAHULUAD 
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Dinas Perpustakaan mengemban urusan wajib perpustakaan 
dan kearsipan. Dalam recana strategik (RENSTRA)nya menjalankan 
misi kedua dan kelima RPJMD, menetapkan 5 (lima) sasaran strategik 
atau intermediate outcome. Adapun kelima hal yang dimaksud 
adalah 

Dengan indikator kinerja yaitu, 1) Nilai Indeks Aktivitas Literasi 
Membaca dan 2) Nilai predikat SAKIP OPD. Tujuan dan indikator 
kinerja Renstra ini diwujudkan dalam penetapan Indikator Kinerja 
Utama (IKU) OPD berdasarkan urusan wajib yang dijalankan. 

"Meningkatkan Budaya Literasi Perpustakaan Masyarakat, 
Melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Birokrasi yang Bersih 
dan Akuntabel"' 

1. Melanjutkan Percepatan Infrastruktur, 
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi, 
3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi, 
4. Meningkatkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 
5. Mewujudkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat 

Bombana. 
Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana disusun 

untuk mewujudkan misi kedua dan kelima RPJMD 2017-2022 yaitu 
melanjutkan reformasi birokrasi dan mewujudkan pemantapan 
pembangunan budaya masyarakat Bombana. Kedua misi ini dijabarkan 
menjadi tujuan dari RENSTRA OPD Dinas Perpustakaan Kabupaten 
Bombana yaitu" 

Bombana dan Uohan Salim, SP sebagai Wakil Bupati Bombana 

•Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) 2017- 2022". Untuk 
mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi atau 
agenda utama Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana, yaitu: 

Selanjutnya Renstra Dinas Perpustakaan akan menjadi pedoman 

dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan. Renja tersebut memuat 

program, kegiatan.lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator 

kinerja dan pendanaan tahunan sesuai dengan periode pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana. Rencana 

strategis dimaksud disusun untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten 

Bombana, dengan Visi Kepala Daerah terpilih yang dilantik pada 

tanggal 22 Agustus 2017 H. Tafdil, SE.,MM sebagai Bupati 
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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 

4. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817 ); 

, 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

1) Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar 

pelayanan publik, 2) Meningkatnya budaya baca masyarakat, 3) 

Meningkatnya penggunaan alternatif media baca, 4) Meningkatnya 

pengelolaan kearsipan daerah yang profesional, dan 5) Mewujudkan 

pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel. 
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tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
sera Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; 

13. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara Tahun 2005-2025; 

14. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 
7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 
2013-2033; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bombana; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bombana Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 
Nomor 6}; 

• 

Nornor 86 Tahun 2017 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
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a. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat 
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas 
Perpustakaan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; 

(stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan Dinas 
Perpustakaan Kabupaten Bombana. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah: 

kepentingan pemangku kepada informasi d. Memberikan 

urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan, guna menentukan 
prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga tujuan, 
sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun 
waktu tersebut dapat tercapai. 

c. Dipergunakan sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Bombana, melalui perencanaan, pengukuran dan 
evaluasi kinerja terhadap kebijakan.strategi, program dan kegiatan 
yang dilaksanakan. 

tugasnya dalam Kabupaten Bombana dalam melaksanakan 

a. Merupakan penjabaran secara operasional visi, rmsi dan 
program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk 
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Bombana selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode 
kepemimpinan Kepala Daerah; 

b. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan 

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 sebagai berikut: 

1.3 Maksud dan Tujuan 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2017-2022 sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2017-2022; 

19. Surat Edaran Bupati Bombana Nomor 188.34/2064 Tanggal 16 

Oktober 2019, tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awai 

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Bombana Tahun 2020- 2022. 
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Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi 
dan kebijakan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 
2017-2022. 

TUJUAN DAN SASARAN BAB IV. 

Mengemukakan identifikasi permasalahan yang dihadapi 
Dinas Perpustakaan dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya disertai telaahan visi misi Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L 
dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Bombana serta Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis. 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS 
PERPUSTAKAAN 

BAB III. 

Berisi uraian tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, 
sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan 
peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan 
Kabupaten Bombana 2017-2022 

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN BAB II. 

Menguraikan tentang latar belakang, Iandasan hukum, 
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan 
RENSTRA. 

PENDAHULUAN BABI. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 2017-2022 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

b. Untuk pedoman tata kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten 
Bombana terhadap pencapaian basil yang diinginkan; 

c. Untuk menyediakan substansi dokumen R encana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan sebagai pedoman atau acuan 

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan; 
d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Bombana berikutnya. 
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PENUTUP 
Menguraikan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan. 

Menunjukkan keterkaitan antara indikator kinerja yang 
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 
dicapai Dinas Perpustakaan untuk mendukung 
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten 
Bombana 2017-2022. 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator 
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif 
selama satu periode RPJMD 2017-2022 

PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA REN CANA 

PENDANAAN 

Bagian ini dikemukakan rumusan pemyataan strategi 
dan arah kebijakan Dinas Perpustakaan dalam lima 
tahun mendatang, harus menunjukkan relevansi dan 
konsistensi antar penyataan Visi dan Misi RPJMD 

periode 2017-2022. 

STRATEGI DAN ARAH KEBIUAKAN 

BAB VIII. 

BAB VII. 

BAB VI 

BABV. 
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a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan Arsip 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan; 
c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

Perpustakaan dan Kearsipan; 
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

di bidang perpustakaan dan Arsip; 
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan 

Arsip; 
f. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan Arsip; 
g. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/dinas/instansi 

terkait bidang perpustakaan dan Arsip; 

Dinas Perpustakaan kabupaten Bombana dengan status 
Perangkat Daerah Tipe B, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perpustakaan mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah 
dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Bupati 

Bombana Nomor 151 
Tahun 2016 tentang Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Perpustakaan 
melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

di daerah bangsa dan menguatkan tata kelola pemerintahan 
melalui tugas pokok dan fungsinya. 

Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana ialah salah satu 
organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah yang 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang 
perpustakaan dan bidang kearsipan, ini memiliki peran yang cukup 
strategis dalam upaya pembangunan daerah. Dalam peranannya 
sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan, 
lembaga harus aktif berpartisipasi dalam upaya mencerdaskan 

2.1. Tugas~ Fungsi dan Straktur Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 

GAMBARAU PELAYAllAll 
DlllAS PERPUSTAKAAll KABUPATEll BOMBAllA 

BABII 



11 

perpustakaan berdasarkan ke bijakan nasional; 

b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan uanngan 

perpustakaan berdasarkan ke bijakan nasional; 

c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan 

SDM perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional; 

d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan orgarusasi 

berdasarkan kebijakan nasional; 

e. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan 

prasarana perpustakaan berdasarkan ke bijakan nasional; 

r~ Pelayanan perpustakaan untuk masyarakat Kabupaten Bombana; 

penyelenggaraan kebijakan dan peraturan a. Penetapan 

h. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; 

1. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Arsip dan 

pembentukan Jaringan Informasi Arsip; 

U· Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di 

bidang administrasi kepegawaian, Arsip, ketatalaksanaan, 

ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan 

dan pelaksanaan tugas dinas; 

k. Pelaksanaan pengembangan kemampuan orgamsasi meliputi 

pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan 

sarana prasarana kerja; 

I. Penyelenggaraan keamanan, ke bersihan dan kenyamanan bekerja 

di lingkungan dinas; 

m. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

(SOP); 

n. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dan/ a tau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

pelayanan; 

o. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan 

perpustakaan dan Arsip; 

p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas 

di bidang perpustakaan dan Arsip; 

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, 

Dinas Perpustakaan mempunyai kewenangan : 
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g. Pembinaan teknis semua ~en1s perpustakaan di Kabupaten 

Bombana; 

h. Pengembangan SOM perpustakaan; 

1. Kerjasama dan ~aringan perpustakaan; 
J. Pengembangan minat baca masyarakat; 
k. Pengawasan penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan 

daerah Kabupaten Bombana; 
l. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan 

kebijakan nasional; 
m. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan 

fungsional pustakawan sesuai kebijakan nasional; 
n. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan 

Sistem Arsip dan Sistem Informasi Arsip sesuai dengan kebijakan 
nasional; 

o. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Jaringan 
lnformasi Arsip sesuai dengan kebijakan nasional; 

p. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan Arsip 
dinamis sesuai dengan kebijakan nasional; 

q. Penetapan peraturan dan kebijakan · penyelenggaraan Arsip 

statis sesuai dengan kebijakan nasional; 
r. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber 

daya Arsip sesuai dengan kebijakan nasional; 

s. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana 
dan prasarana Arsip sesuai dengan kebijakan nasional; 

t. Pembinaan Arsip terhadap pencipta arsip di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bombana; 

u. Pengelolaan arsip inaktif SKPD yang memiliki retensi sekurang­ 
kurangnya l O (sepuluh) tahun; 

v. Pemeliharaan arsip vital Pemerintah Kabupaten Bombana; 
w. Perlindungan dan penyelamatan arsip Pemerintah Kabupaten 

Bombana terhadap bencana dan perubahan kelembagaan satuan 
kerja perangkat daerah; 

x. Melakukan sosialisasi Arsip dam Pengembangan sumber daya 
manusia Arsip dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Arsip 
perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. 

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan, terdiri atas: 
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a. Penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan; 

b. Koordinasi, singkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi; 

4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 
Membaca, membawahi; 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; 

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan; 

c. Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca; 

5. Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan, 

membawahi: 

a. Seksi Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Perusahaan dan 

Masyarakat; 

b. Seksi Pengawasan dan Pengolahan Kearsipan; 

c. Seksi Pengelolaan Arsi Dinamis, Statis, Layanan dan 

Pemanfaatan Arsip; 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan 

masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung 

kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip (Bagan 

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan terlampir). Sekretariat 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan program keja 

kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

.. 

c. Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan; 

b. Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan; 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, 

membawahi: 

a. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengelolaan Otomasi Bahan 
Pustaka 

b. Sub Bagian Perencanaan; 

I . Kepala Dinas 
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawain; 
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kehumasan; 
../ Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di 

bidang Perpustakaan dan Arsip; 
../ Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan 

Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

administrasi kepegawaian dan tugas 
data 

tugas 
memelihara dan ../ Menyusun, mengelola 

../ Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai 
bahan perumusan kebijakan operasional di bidang 
umum dan kepegawaian; 

../ Melakukan kegiatan pelayanan kegiatan umum 
dan / atau kegiatan; 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
melaksanakan tugas melaksanakan urusan adminsitrasi 
umum, surat menyurat, kepegawaian, sarana dan 
prasarana, perlengkpanan dan urusan rumah tangga, 
dimana dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Dalam 
melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian mempunyai fungsi : 

1. Kepala Sub Bagi.an Um.um dan Kepegawal.an; 

c. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan 

masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, 

evaluasi dan pelaporan, hubungan masyarakat serta 

keprotokolan; 

d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian 

meliputi urusan persuratan, kearsipan; 

e. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi 

perbendaharaan, akutansi, verifikasi, pencatatan aset dan 

perlengkapan; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam merijalankan tugas dan fungsi dimaksud, 

Sekretaris Dinas Perpustakaan dibantu oleh : 



16 

B. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan 

Bidang Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 
Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan, 

keuangan; 
./ Melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan 

pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi 
surat pertanggungjawaban (SPJ); 

./ Penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di 
lingkup Dinas; 

./ Melakukanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan 
tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan 
kinerja administrasi umum, keuangan dan 
penatausahaan barang; 

./ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 

pertanggungjawaban serta keuangan pengelolaan 

./ Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan 
perumusan kebijakan operasional di bidang keuangan; 

./ Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai 
bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan; 

./ Menyusun dan melaksanakan rencana program 

dan/ atau kegiatan Sub Bagian Keuangan; 
./ Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi 

.. 

Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kepala 
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : 

./ Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK); 

./ Melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

peraturan perundangan; 

./ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, 

pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja 

administrasi program; 

3. Kepala Sub Bagian Keuangan; 
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Pelestarian Bahan Perpustakaan. Untuk dan Layanan 

Kepala Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengolahan 
Bahan Pustaka dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan, 

1. Ka.si. Pengembangan Koleksi clan Pengolaha.n Otomasi Bahan 
Pustaka; 

Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan dibantu 

oleh: 

Kepala Bidang tugasnya, melaksanakan Dalam 

perpustakaan serta kerjasama antar perpustakaan; 

c. Pelaksanaan pelestarian bahan pustaka meliputi konservasi dan 

alih media. Konservasi melakukan pelestarian fisik bahan 

pustaka termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi 

dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan 

pustaka. Sedangkan alih media melakukan pelestarian isi dan 

nilai informasi bahan pustaka melalui alih media, pemeliharaan 

serta penyimpanan master informasi digital. 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya; 

b. Pelaksanaan layanan otomasi dan kerja sama perpustakaan 

yang meliputi lay an an sirkulasi dan layanan ekstensi, 

pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi 

perpustakaan serta pengelolaan website dan jarmgan 

a. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan 

pustaka meliputi pelaksanaan pengembangan koleksi meliputi 

penghimpunan terbitan daerah, penyusunan kebijakan 

pengembangan koleksi, seleksi pengadaan bahan pustaka dan 

inventarisasi, klasifikasi dan penentuan subjek, penyelesaian 

fisik bahan pustaka; 

Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan 

pustaka, melaksanakan layanan, otomasi dan kerja sama 

perpustakaan serta melaksanakan pelestarian bahan pustaka. Untuk 

menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pengolahan, layanan 

dan pelestarian bahan perpustakaan mempunyai fungsi: 



18 

../ Konservasi meliputi pelestarian fisik bahan pustaka termasuk 
naskah kuno melalui perawatan, restorasi, penjlidan serta 
pembuatan penyimpan bahan pustaka; 

../ Alih media meliputi pelestarian isi dan nilai informasi bahan 
pustaka, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi 
digital; 

Kepala Seksi Pelestarian Bahan Perpustakaan dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 
Perpustakaan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi 
Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas: 

../ Layanaan sirkulasi dan layanan ekstensi; 

../ Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 
perpustakaan daerah; 

../ Pelaksanaan kerjasama antar perpustakaan; 

../ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bi dang. 

3. Kasi Pelestarian Baha.n Perpustakaan 

.... 

Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan, Layanan 
dan Pelestarian Bahan Perpustakaan. Untuk menjalankan tugas 
dimaksud, Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama 

Perpustakaan mempunyai tugas: 

../ Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan 

pustaka; 

../ Pelaksanaan pengembangan koleksi Penghimpunan terbitan 

daerah; 

../ Penyusunan kebijakan pengembangan koleksi; 

../ Seleksi pengadaan bahan pustaka dan irrventarisasi; 

../ Klasifikasi dan penentuan subjek, pelestarian fisik bahan 

pustaka; 

2. Kasi Layanan dan Ke,jasama Perpustakaan 

melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Pengembangan 

Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas : 
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Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan 
Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Untuk 
melaksanakan tugas dimaksud Kepala Seksi Pembinaan dan 

1. Kasi. Pemblnaan dan Pengembangan Perpustalcaan 

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan 

meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, 

peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, dan penilaian 

angka kredit Pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan 

dan tenaga teknis perpustakaan, sosialisasi dan evaluasi 

pembinanaan tenaga perpustakaan; 

b. Pelaksanaan Pengembangan pembudayaan kegemaran membaca 

meliputi pengkajian dan pelaksanaan penyebaran infonnasi 

pembudayaan kegemaran membaca serta koordinasi dan 

pemasyarakatan/ sosialisasi, bimbingan teknis dan evaluasi 

kegemaran membaca; 

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan 

Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca dibantu oleh: 

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 

mempunyai fungsi: 

Bidang Kepala dimaksud, tu gas Untuk menjalankan 

../ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

C. Bldang Pengembangan PerpustaJman dan Pembudayaan It.egemaran 

l4embaca 
Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan 

Kegemaran Membaca Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran 

Membaca yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas, yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan teknis pembinaan, 

pengembangan tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran 

membaca. 
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~ Pelaksanaan Pengembangan pembudayaan kegemaran 
membaca meliputi pengkajian dan pelaksanaan penyebaran 
informasi pembudayaan kegemaran membaca; 

~ Koordinasi dan Pemasyarakatan/ sosialisasi; 
~ Bimbingan Teknis dan evaluasi kegemaran membaca 
~ Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

bi dang. 

Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran 
Membaca dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan 
Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Untuk 
menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan 
Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas: 

~ Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga 
perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan; 

~ Bimbingan Teknis; 

~ Peningkatan kemampuan teknis keputakawanan; 
~ Koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis 

perpustakaan; 
~ Sosialisasi dan evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan. 

3. Kasi Pengembangan Pembudayaan. Kegemaran Membaca 

.. 

Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama dalam 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 
Pembudayaan Kegemaran Membaca. Untuk menjalankan tugas 
dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga 
Perpustakaan mempunyai tugas: 

Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas: 

~ Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan perpustakaan 

meliputi pengembangan berbagai jebnis perpustakaan; 

~ Pendataan Perpustakaan; 

~ Koordinasi pengembangan perpustakaan; 

~ Sosialisasi dan evaluasi pengembangan perpustakaan; 

2. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan. 
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./ Melakukan perencanaan terhadap kearsipan pada perangkat 
daerah, perusahaan dan masyarakat; 

Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan dan 
Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan, 
Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan. Untuk menjalankan 
tugas dimaksud, Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah, 
Perusahaan dan Masyarakat mempunyai tugas : 

1. Kasi Pembfnaan Perangkat Daerah, Pentsahaan & 

!1asyarakat 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
pembinaan, pengelolaan dan pengawasan kearsipan; 

b. Pelaksanaan pembinaan perangkat daerah, perusahaan dan 
masyarakat meliputi perencanaan, audit dan pengawasan 
terhadap kearsipan pada perangkat daerah, perusahaan dan 
masyarakat. 

c. Pelaksanaan pengawasan dan pengolahan kearsipan meliputi 
monitoring, evaluasi, dan supervrsr, sosialisasi terhadap 
penyelenggaraan Kearsipan; 

d. Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, statis, layanan dan 
pemanfaatan arsip meliputi pengelolaan dan penyajian informasi 
arsip dinamis dan statis, pemeliharaan arsip melalui kegiatan 
penataan dan penyimpanan arsip. 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pembinaan, 
Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan dibantu oleh : 

'• 

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Pembinaan, 
Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai fungsi : 

Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan 
Pengawasan Kearsipan yang mempunyai tugas merumuskan 
kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/ atau kegiatan 
di Bidang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan. 

D. Bfdang Pembinaan, Pengelolaan clan Pengawasan Itearsfpan 
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Kelompok jabatan ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada kepala dinas. 

. . penyimpanan arsrp; 

E. Kelompok Jabatan Fungsional 

~ Melakukan pengelolaan dan penyajian infonnasi arsip 

dinamis dan statis; 

~ Pemeliharaan arsip melalui kegiatan penataan dan 

Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Seksi 

Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis, Layanan dan Pemanfaatan 

Arsip mempunyai tugas : 

Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis, Layanan 

dan Pemanfaatan Arsip dalam melaksanakan tugasnya berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan, 

Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan. 

·- 

~ Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran kearsipan; 

~ Melakukan monitoring terhadap penyelenggaran kearsipan; 

~ Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran kearsipan; 

~ Melakukan suverfisi terhadap penyelenggaran kearsipan; 

~ Melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaran kearsipan; 

3. Kasi Pengelolaan Arsip Dinamis, Statis, Layanan dan 

Pemanfaatan Arsip . . 

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengolahan Kearsipan dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan, 

Pengelolaan dan Pengawasan Kearsipan. Untuk menjalankan 

tugas dimaksud, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengolahan 

Kearsipan mempunyai tugas : 

~ Melakukan audit terhadap kearsipan pada perangkat daerah, 

perusahaan dan masyarakat; 

~ Melakukan pengawasan terhadap kearsipan pada perangkat 

daerah, perusahaan dan masyarakat; 

2. Kasi Pengawasan dan Pengolahan Kearsipan 
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Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat 
penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung 
oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak 
akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki 
oleh aparatur Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini: 

Sumber: Dinas Perpustakaan, 2017 

No. Jenis Kelamin Jml Pegawai (orang) 

1 Laki-laki 14 

2 Perempuan 12 

Jumlah 26 

Tabel 2.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan 
sejumlah 26 orang yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

2.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan Kabupaten. Bombana 

-.. ..... - - 
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.... _ .... ·. 
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-- PERDA WOIIOR Ga 'l'AIRJII 2016 
'l'AW'GGAL 26 DESEIIBER 2016 

STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOAIBANA 

Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Kabupaten. 

Bombana sesuai Peraturan Bupati Bombana llomor 51 

Tahun2016 
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Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit 

organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan 

pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural 

masih dibedakan antara jabatan fungsional umum dan jabatan 

fungsional khusus. Ke 3 pemegang jabatan tersebut mempunyai 

peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi 

organisasi. Un tuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural 

maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Bombana ditunjukkan dengan tabel berikut nu : 

Sumber. Dinas Petpustakaan, 2017 

·. Tabel 2.3 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang 

No. Golongan Jumlah Pegawai (orang) 

1 IV 4 

2 III 12 
3 II - 

4 PHT.I' 10 
Jumlah 26 

Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas 

Perpustakaan Kabupaten Bombana terlihat dalam tabel berikut ini : 

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier 

pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi 

orgamsasi. 

Sumber: Dinas Perpustakaan, 2017 

Tabel 2.2 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Pegawai (orang) 

1 Pasca Sarjana ( S - 2 ) 2 
2 Sarjana (S-1) 19 
3 D-111 - 

4 D-II - 
5 D-1 - 

6 SLTA 5 

7 SLTP - 
8 SD - 

Jumlah 26 
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300 m2, terdiri dari Ruang Kegiatan Pelayanan seluas 

a. Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana saat ini beralamat 
di J alan Yos Sudarso Komplek Kantor Bupati Bombana. Bangunan 
Kantor Dinas Perpustakaan berstatus Gedung Pinjam Pakai, 

Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana terletak di Jalan Yos 
Sudarso Komplek Kantor Bupati Bombana, Lokasi Dinas Perpustakaan 

eukup strategis yaitu di tengah lingkungan Kantor Pemerintah 
Kabupaten Bombana. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana telah tersedia sarana dan 
prasarana sebagai berikut : 

2.3. Sarana dan Prasarana 

Sumber: Dinas Perpustakaan, 2017 

Tabel 2.5 
Jumlah Pegawai yang Mengilruti Dildat 

No Jenis Diklat Jumlah 

a . Diklat Kepemimpinan 

1) Diklat PIM II - 
2) Dikla t PIM Tk:. Ill - 
3) Diklat PIM Tk:. IV 1 orang 
4) SPAMA - 
5) ADUMLA - 

b. Diktat Fungsional 
- Pustakawan - 
- Arsiparis - 

. • 

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Perpustakaan 

dan Arsip Kabupaten Bombana mengirimkan personil untuk mengikuti 

diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat [iumlah 

peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut ini: 

Sumber: Dinas Perpustakaan, 2017 

No. Jabatan Jumlah Pegawai 
, __ g\ 

1 Jabatan Struktural ' 13 " 

2 Jabatan Fungsional Umum (Staf) 3 

3 Jabatan Fungsional Khusus: - 

- Pustakawan Mad ya 
Jumlah 26 . 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 

Tabel 2.4 
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berikut: sebagai 

Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten 

Bombana yang dilaksanakan meliputi 2 urusan yakni Urusan Wajib 

Perpustakaan dan Urusan Wajib Arsip, dengan bentuk pelayanan 

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten. Bombana 

Sarana dan prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas 

belum mencukupi kebutuhan , guna menjaga kondisinya tetap layak 

pakai selama mungkin, maka diperlukan biaya pemeliharaan. 

Sedangkan untuk sarana prasarana yang rusak, perlu dilakukan 

penggantian melalui proses penganggaran dan pengadaan lagi. 

Sumber: Dinas Perpustakaan, 2017 

·. 

Tabel 2.6 
Jenis dan Jumlah Sarana Prasarana 

No NamaBarang Jumlah KeL 

l. Toyota Xenia 1.3 MT l unit Baik 
2. Toyota Hilux 2.0 (Mobil 1 unit Baik 

Perpustakaan Keliling) 
3. Motor Yamaha Force 1 unit Baik 
5. Dispenser 1 buah Baik 
6. Pirinz 1 lusin Baik 
7. Sendok Makan 5 buah Baik 
8. Sendok Garpu 2buah Baik 
9. Ge las 1 lusin Baik 
10. Cangkir 1/2 lusin Baik 
11. Meia Eselon III 4 unit Baik 
12. Meia Eselon N 5 unit Baik 
13. Meja Sirkulasi 1 set Baik 
14. MeiaBaca 4 unit Baik 
15. Laptop 3 unit 1 Rusak 
16. Kamera Dizital 1 unit Baik 
17. PC Komputer 2 unit 1 Rusak 
18. Almari arsip 1 unit Baik 
19. Almari Buku 8 unit Baik 
20. Printer 2 unit 2 Rusak 
21. Kursi Rapat 10 set Baik 
22. Kursi Biro 4buah Baik 
23. Kioas Anzin 2buah Bak 
24. Kursi Staf 4 unit Baik 
25. Kursi Tamu 1 unit Baik 
26. Kulkas 1 buah Baik 

•• 

b. Kendaraan Bermotor Operasional, Barang Elektronik, Meubelair 

dan lain- lain terdiri dari : 

Perpustakaan dan Kearsipan dan Ruang Pelayanan Administrasi 

Kantor; 
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6. Melaksanakan fasilitasi pengembangan arsip daerah, 
penelusuran arsip bersejarah dan penyusunan citra daerah; 

7. Melaksanakan survey volume arsip daerah; 

5. Memastikan ketersediaan seluruh bperangkat yang diperlukan 
seperti Arsiparis, Infrastruktur, Peraturan Bupati tentang Tata 
Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, 
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dll; 

1. Indentifikasi permasalahan dalam penerapan SIKD-TIK di 
daerah; 

2. Mendorong pemerintah daerah menerbitkan suatu kebijakan 
untuk menerapkan SIKD-TIK di daerah; 

3. Mendorong pemerintah daerah untuk menjadi bagian dari 
simpul JIKN; 

4. Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan kebijakan 
untuk nmenjadi bagian dari simpul JIKN; 

b, Pelayanan Arsq, : 

11. Perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah 
terbitan yang terhimpun dalam bibliografi daerah; 

·. 

10. Jumlah judul terbitan dan rekaman yang tercantum dalam 
katalog induk daerah; 

·. 

9. Bahan perpustakaan dan Naskah kuno yang dikaji, dilakukan 
alih bahasa, alih aksara dan alih bentuk media; 

8. Karya cetak, karya rekaman dan elektronik daerah yang 
dihimpun dan diakuisisi; 

7. Fasilitasi penggiat literasi dan perpustakaan dalam 
meningkatkan kegemaran membaca masyarakat; 

6. Pemasyarakatan kegemaran membaca; 

2. Peningkatan pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan 
daerah; 

4. Penguatan kerjasama antar organisasi pemerintah dengan 
kerangka regulasi daerah; 

5. Penguatan infrastruktur pendukung layanan perpustakaan; 

1. Pengembangan koleksi bahan perpustakaan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat; 

a. Pelayanan Perpustakaa.n.: 



28 

• .. ;. > • tii ~ .. ~ I ~;;_ 'I ' ·.; II • 4. • 411 ,i ··z i ;.. !', .-• ..... -~ !· 

... . ; . ~ ... ,, 

... 0: • • ",. ,- ' • - ~ ~ • 

TabeL 2.8 
Aspek dan Inclikator Kinerja Tingkat Outcome Pemerintah Daerah 

Urusan Kearsipan 
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Tabet. 2.7 

Aspek dan Inclikator Kinerja Tingkat Outcome Pemerintah Daerah 
Urusan Perpustahaan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017, Aspek dan Indikator Kinerja tingkat Outcome 
Bidang Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut: 

·. 
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Sumber: Data Sekunder Dio~2017 

Tahun 
No Jellis Peq,ustokaao 

2017 
1 Perpustakaan Umum 5 

a. Perpustakaan Umum Kabupaten 1 
b. Perpustakaan Umum Kecamatan 1 

c. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan 1 

d. Perpustakaan Komunitas 1 
e. TamanBacaan 1 

2 Perpustakaan SehoJah/Lla.drasah 306 
a. SD/Ml 185 
b. SMP/MTs 79 

c, SMA/SMK/MA 40 
d. Pondok Pesantren 2 

3 Perpustakaan Perguruaan Tinggi 1 
4 Perpustakaan Khusus (Pemustaka 

Terbatas) 44 
a. Perpustakaan dilingkup pemerintah 30 
b. Lembaga Masyarakat 1 
c. Lembaga Pendidikan Keagamaan 1 
d. Rumah lbadah 10 
e. Organisasi 2 

Jumlah 356 

- . 

Data Jumlah Perpustakaan Uenurut Jenis 
Kabupaten Bombana 2017 

Tabel. 2.9 

1. Pada Desember tahun 2016, Dinas Perpustakaan Daerah 

terbentuk dengan status tipe B, sebelumnya merupakan Kantor 

Perpustakaan dan Arsip yang dibentuk pada bulan September 

tahun 2013. 
2. Hasil Survey Perpustakaan data basis Kondisi Perpustakaan di 

daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017, tercantum dalam tabel 

beriku t ini : 
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-------------- bagian dari halaman. ini sengaja dikosonqkan -------------- 

Untuk lebih ~elasnya gambaran pelayanan dan pencapaian 
kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan Tahun 2014-2016 dapat 
dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

3. .Iumlah Sasaran Pemustaka di Kabupaten Bombana dari basil 
olahan data terhadap ~umlab penduduk basil survey BPS tahun 

2017 (Bombana dalam Angka 2018) adalah sebesar 120.123 ~iwa 
dengan rentang usia 10 - 59 tahun, dengan komposisi Laki-laki 

51 % dan Perempuan 49%; 
4. Arsip sangat memegang peranan penting terkait dengan 

kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan 
sumber ingatan bagi organisasi. Sistem Arsip yang tertata dengan 
baik akan memudahkan pemimpin atau para pemanfaat untuk 
menentukan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pekerjaan 
dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 
Penyelenggaraan program urusan Arsip dilaksanakan melalui 
beberapa kegiatan dengan implementasi sebagai berikut: 
a. Sosialisasi mengenai penataan arsip dinamis 

Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; 

b. Pembinaan pengelola kearsipan Perangkat Daerah Kabupaten 
Bombana; 
c. Menerbitkan dan menetapkan kebijakan pengelolaan kearsipan 

baku daerah sesuai standar; 

d. Mendorong tersedianya fasilitas sarana dan prasarana lembaga 
kearsipan daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan 
wujud pelaksanaan transparansi informasi menuju pelayanan 
publik yang berkualitas. 

·. 
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Target IKK adalah target Indi.kator Kinerja Kunci tingkat outcome 

Catatan : Target NSPK adalah target Norma, Standar, Prosedur dart Kriteria 

r- 

Tabel 2.10 
Pencapaian Kinetja Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 

Urusan Wajib Perpustakaan 

... <11• 
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Tabel 2.11 
Pencapaian KineJila Pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 

Urusan Wajib Kearsipan 

. ~ ·• .. 
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b. Urusan Wajib Kearsipan 

Ratio pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja 

urusan Kearsipan masih sangat rendah dalam target NSPK dan 

target IKK. 

Arsip Baku Daerah hanya dijumpai . pada arsip 

Pertanggung jawaban Keuangan Daerah karena penyusunannya 

telah mengikuti kaidah standar akuntansi pemerintah (SAP}. 

Sedangkan untuk arsip pemerintah lainnya belum memiliki 

kebijakan peraturan kearsipan sesuai dengan acuan Arsip 

Nasional Republik Indonesia. ' 

a. Urusan Wajib Perpustakaan 

Ratio pencapaian terendah adalah pada indikator kinerja 

jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai bersertifikasi dan 

indeks fasilitas yaitu nol. Hingga saat akhir renstra 

belum tersedia fasilitas gedung perpustakaan yang sesuai dengan 

NSPK dan standar IKK demikian juga belum ada SDM 

perpustakaan yang bersertifikasi, 

Faktor yang sangat mempengaruhi kondisi diatas selain 

keterbatasan anggaran daerah dalam pemenuhan fasilitas juga 

terbatasnya pemenuhan fungsional perpustakaan daerah maupun 

belanja pendidikan dan pelatihan yang belum tersedia . 

Namun tingginya rata-rata kunjungan pemustaka 

pertahun menggambarkan potensi yang dimiliki oleh Dinas 

Perpustakaan sangat penting untuk dikembangkan dan 

mendapatkan perhatian lebih dalam hal pendanaan. Sebagai salah 

satu instansi yang melakukan pelayanan publik , maka perlu 

pengembangan SDM pustakawan,penambahan jumlah koleksi 

bahan pustaka dan penyediaan fasilitas layanan yang memenuhi 

NSPK. Hal ini penting untuk meningkatkan indeks pemanfaatan 

bahan bacaan dan kebiasaan membaca masyarakat. 

. 
"' 

Dari tabel 2.10 dan 2.11 diatas yang merupakan gambaran 

pencapaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKIQ pelayanan Dinas 

Perpustakaan. Terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan yang 

cukup besar antara target kinerja dan realisasi basil kinerja. 

Selanjutnya adalah pembahasan pada Capaian Kinerja Dinas 

Perpustakaan tahun 2014-2016 berdasarkan urusan wajib. 
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--- baqiari dari halamari ini sengaja di.kosongkan ------- 

Selanjutnya untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas 
penganggaran pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana , maka 
tabel 2.12 akan memperlihatkan ratio antara realisasi dan target 
anggaran dari tahun 2014-2016, sebagai berikut: 

. . 
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Sumber : Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan 2014-2016 

Tabel.2.12 
Anggaran dan Reallsasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Bombana 

Bersumber APBD Kabupaten Bombana tahun 2014-2016 

:~ I -· 

.. 

.. • 
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1. Rendahnya minat baca masyarakat; 
2. Perpustakaan umum Kabupaten Bombana belum memiliki 

gedung yang representative dan sesuai tipologi standar; 
3. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum yaitu, 

perpustakaan desa dan atau kelurahan, perpustakaan 
kecamatan, komunitas dan taman-taman baca relatif rendah; 

4. Koleksi buku atau bahan pustaka masih terbatas sehingga 
belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; 

5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan 
belum memadai dan penguasaan teknologi inforrnasi dan 
komunikasi di Seksi perpustakaan masih terbatas; 

6. Belum dapat menerapkan katalog elektronik (CIMOC) ; 
7. Layanan perpustakaan keliling hanya dapat menjangkau 

sebagian kecil sasaran atau wilayah Kabupaten Bombana di 

karenakan Dinas Perpustakaan hanya memiliki 1 unit mo bil 
perpustakaan keliling; 

8. Belum adanya ruangan pengolahan bahan pustaka. 
9. Belum adanya gedung perpustakaan daerah sebagai pusat dan 

sarana pengembangan perpustakaan di daerah Kabupaten 
Bombana. 

b.Arsip 
1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 

pengelola Arsip baik di Lembaga Arsip Daerah maupun di tingkat 
pengelola kearsipan OPD; 

2. Belum terciptanya pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur 
dan stake holder terhadap arti pentingnya arsip daerah sebagai 
simbol pemersatu bangsa sehingga arsip kurang mendapat 

• 

a. Perpustah::aan 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas 
Perpustakaan ke depan antara lain: 

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Terlihat dari sisi penganggaran dan realisasi rasionya rata-rata 
diatas 95 %, menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran cukup optimal 
utamanya dari belanja langsung. Daya ungkit anggaran terhadap realisasi 

target masih rendah terlihat dari pertumbuhan anggaran yang cukup 
rendah yaitu dibawah 5% setiap tahun dalam kurun waktu 2014-2016. 

• . 
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bekerjasama dengan media cetak dan online yang kredibel lainnya; 

web resmi dan melalui 8. Promosi layanan perpustakaan 

4. Rekam jejak (track record) berbagai kebijakan dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bombana, dapat 

ditelusuri melalui pendokumentasian kegiatan-kegiatan penting 

Pemerintah Kabupaten Bombana; 

5. Merintis pelayanan perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi 

antara katalog online (CIMOC), e-book, sirkulasi bahan pustaka 

lainnya untuk menjangkau pemustaka; 

6. Menarnbah armada layanan mobil perpustakaan keliling. 

7. Meningkatkan kerjasama perpustakaan. 

I. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan 

Pemerintahan berbasis TIK (e-govemment) terbuka peluang 

sekaligus tantangan bagi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 

untuk menyediakan Pelayanan Perpustakaan berbasis TIK (e­ 

library/ e-book} dan Pelayanan Arsip berbasis TIK, dengan mendorong 

kebijakan penerapan SIKD Arsip (e-archive) kabupaten Bombana 

agar dapat tergabung dalam simpul JIKN 

2. Peningkatan kegemaran membaca masyarakat dapat dilakukan 

melalui peningkatan kegiatan literasi diseluruh kalangan dan 

lapisan masyarakat, di sekolah, di instansi pemerintah , ditingkat 

desa dan kelurahan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi sampai 

tingkat komunitas. 

3. Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana dapat menjadi 

simpul pemersatu bangsa dan sumber naskah arsip bagi OPD di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana sebagaimana motto 

ANRI, melalui akuisisi arsip-arsip penting 

asli/salinan/fotocopy) OPD yang akan tersimpan di Depa Arsip 
Kabupaten Bombana; 

. . 

Perpustakaan Kabupaten Bombana ke depan antara lain: 

pelayanan Dinas pengembangan peluang Sedangkan 

perhatian; 

3. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai; 

4. Belum menerapkan SIKD-TIK Arsip (e-Archive) , sehingga belum 

dapat terkoneksi dengan sistem JIKN; 

5. Belum memiliki ruang transit Arsip dan Depa Arsip. 
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9. Dukungan anggaran dan pendanaan program dari APBD maupun 
APBN dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan 
prasarana Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana dapat 

memberikan andil dan daya dukung yang besar terhadap 
keberhasilan pencapaian target dan kinerja tingkat output dan 
outcome pemerintah daerah. 

. • 
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1. Melanjutkan Percepatan Infrastruktur; 
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi; 
3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi; 
4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
tersebut, maka lima (5) misi telah ditetapkan sebagai berikut: 

"Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) 2017- 2022". 

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bombana 
ialah: 

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

V i s i dan Misi 

8. Belum tersedia sarana dan prasarana perpustakaan daerah dan Depo 
Arsip Daerah yang memadai dalam menunjang kegiatan pelayanan 
publik yang sesuai standar. 

7. Pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno di daerah belum terlaksana; 

6. Fungsi kearsipan berbasis SIKD-TIK belum terlaksana sehingga 
Jaringan lnformasi Kearsipan Daerah (JIKD) belum dapat dibentuk; • . 

5. Empat pilar kearsipan belum terpenuhi yaitu tata naskah dinas, jadwal 

retensi arsip, klasifikasi arsip dan sistem keamanan arsip; 

4. Belum optimalnya peran dan fungsi perpustakaan dalam 
pemberdayaan masyarakat berbasis literasi; 

3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; 

2. Rendahnya budaya kegemaran membaca masyarakat; 

Bombana mengalami beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Masih terjadinya disparitas kualitas layanan perpustakaan; 

Fungsi dan 3.1. Identiflkasi Permasalahan Berdasarkan Tugas 
Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 

Dalarn menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perpustakaan Kabupaten 

BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUN'GSI - • 
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Isu-isu strategis yang mendasar dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi Dinas Perpustakaan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang 
berhasil diidentifikasi. Isu-isu strategis yang menjadi salah satu dasar 
bagi Dinas Perpustakaan dalam menentukan program dan kegiatan 
utama dalam melakukan pelayanan publik adalah sebagai berikut : 
1. Rendahnya Indeks Kegemaran Membaca 

2. Rendahnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia dibidang 
Perpustakaan dan Kearsipan serta penguasaan Teknologi dan 
Informasi; 

3. Belum tersedia sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan dan 
kearsipan daerah yang memadai dan masih jauh dari standar 
pelayanan pu blik; 

Berdasarkan tu gas, fungsi dan wewenang Dinas 
Perpustakaan di daerah maka urusan wajib pemerintah dibidang 
pelayanan perpustakaan dan kearsipan mengemban misi kedua, yaitu 
"Melanjutkan Reformasi Birokrasi". Dan misi kelima yaitu 
"Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat 
Bombana" 

Penentuan Jsu-Jsu Strategis Dinas Perpustakaan 3.3 

5. Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat 

Bombana . 
Kelima misi diatas akan diwujudkan dan menjadi Indikator Kinerja 

Utama atau Prioritas oleh Bupati dan Wakil Bupati Bombana selama 
lima tahun kedepan. Lima misi ini untuk menjawab permasalahan 
pembangunan yang masih mengemuka bedasarkan identifikasi 
pemasalahan pembangunan di kabupaten Bombana, yang dirumuskan 

sebagai berikut : 
1. Cakupan pelayanan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan; 
2. Penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah yang belum 

optimal; 
3. Angka kemiskinan yang masih tinggi; 
4. Setengah pengangguran dan pekerja keluarga/tidak dibayar masih 

tinggi; 
5. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; 
6. Ancaman terhadap kelestarian budaya masyarakat. 

. • 
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• 

. 
• 

4. Jumlah koleksi buku pustaka yang masih jauh dari standar dan ratio 

terhadap jumlah pemustaka; 
5. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan; 
6. Masih terbatasnya peran perpustakaan dalam menumbuhkan 

kegemaran membaca masyarakat; 
7. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang diterbitkan dalam 

bentuk peraturan tentang pengelolaan kearsipan daerah yang baku; 
8. Belum diterapkannya SIKD-TIK, sehingga arsip yang dihasilkan dapat 

terintegrasi dan terkoneksi antara pencipta dan pengguna arsip; 
9. Pemerintah Kabupaten Bornbana belum tergabung dalam simpul 

JIKN . 

• • 
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• 

4} Terlaksananya pengelolaan kearsipan daerah yang profesional; S} 

Terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai 
Standar. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian tabel 4.1 berikut 
yang menjelaskan keterkaitan tujuan, IKU dan sasaran serta indikator 
kinerja sasaran yang merupakan rencana strategik pelaksanaan program 
dan kegiatan dan pengukuran keberhasilan dari program dan kegiatan 
kerja Dinas Perpustakaan periode 2017-2022 . 

Adapun Sasaran RENSTRA Dinas Perpustakaan (Intermediate 
Outcome} terdiri dari : 1} Meningkatnya jumlah perpustakaan yang 
memenuhi standar pelayanan publik, 2} Meningkatnya budaya baca 
masyarakat; 3} Meningkatnya penggunaan alternatif media baca; 

. 
• 

Tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Perpustakaan 

Kabupaten Bombana, berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana 
Pembangunan ~angka Menengah Daerah (RPJMD} Kabupaten Bombana 
2017-2022. Dimana Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan berada 
pada misi kedua yaitu Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan misi 

kelima yaitu Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya 
Masyarakat Bombana. Sehingga Tujuan RENSTRA Dinas Perpustakaan 
ialah " Meningkatkan Budaya Literasi Perpustakaan Masyarakat, melalui 
Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Birokrasi yang Bersih dan 
Akuntabel ". Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU} terdiri dari : 1. Indeks 
Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca}, dan 2} Nilai Predikat SAKIP 
OPD. 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan 

TUJUAN DAN SASARAN 
. ~ 

BAB IV 



• 

. • 

~. ~ .~ - . ..,. . 
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1. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait, organisasi 
kemasyarakatan dan komunitas perpustakaan dan baca yang ada 
dimasyarakat, dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya baca 
masyarakat; 

2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan perpustakaan 

daerah, melalui peningkatan layanan pembinaan kelembagaan dan 
tenaga perpustakaan mayarakat; 

3. Memajukan usulan ditetapkannya kebijakan oleh Pemerintahan 
Daerah dalam penataan arsip daerah secara baku, dan kebijakan 
pelayanan perpustakaan yang mendukung perluasan dan pemerataan 
akses masyarakat terhadap perpustakaan dan bahan pustaka; 

4. Meningkatkan peranan Stake Holder dan Tokoh Masyarakat sampai ke 
tingkat desa/kelurahan dalam mendukung Gerakan Membaca guna 
meningkatkan dan memajukan Budaya Baca Masyarakat Kah. 
Bombana; 

5. Meningkatkan sumber daya pengelola Perpustakaan dan Kearsipan 
Daerah terlatih dan bersertiikat, sampai ketingkat Desa/Kelurahan 
dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan 
masyarakat dan kearsipan daerah; 

6. Memfasilitasi dan menstimulan kegiatan perpustakaan komunitas dan 
umum yang ada dimasyarakat; 

7. Memajukan usulan ke pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga 
profesi atau fungsional Perpustakaan dan Kearsipan untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan 
Dae rah. 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas 
Perpustakaan perlu menyusun strategi, yaitu pola-pola dan rencana 
rencana tindakan yang akan ditempuh dalam menjalankan layanan 

perpustakaan dan kearsipan di daerah . Strategi yang dimaksud antara 
lain sebagai berikut : 

5.1. Strategi 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN . • 
BABV 
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1) Perumusan rancangan kebijakan di bidang pengembangan 
perpustakaan dan kearsipan di daerah; 

2) Mengembangkan sarana prasarana pendukung secara memadai 
melalui Pembangunan Perpustakaan Modem berstandar nasional; 

3) Melaksanakan pengadaan, pengolahan, pelestarian dan 
pendayagunaan bahan pustaka dan perpustakaan; 

4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan SOM 
bidang Perpustakaan dan Kearsipan; 

5) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian 
dan pendayagunaan Kearsipan; 

6) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan 

terhadap pelaksanaan program perpustakaan dan kearsipan untuk 
kepentingan pengembangan layanan sehingga dapat meningkatkan 
nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam mengakses pelayanan yang 
diselenggarakan oleh Dinas Perpus takaan. 

Selanjutnya hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan 
Kebijakan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana, dapat dilihat dalam 
tabel 5.1 berikut ini : 

Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana menetapkan beberapa 
kebijakan, antara lain : 

Sejalan dengan strategi dan kebijakan umum Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bombana yang terkait, kebijakan pembangunan 
Perpustakaan dan Kearsipan adalah menitikberatkan pada pembangunan 

yang bertumpu pada peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya 
manusia yaitu pengelola perpustakaan dan pengelola kearsipan daerah. 
Menggalang peran serta masyarakat dalam menumbuhkan kegemaran 
membaca melalui peningkatan kegiatan literasi. Sehingga pembangunan 
perpustakaan dan arsip akan menghasilkan masyarakat yang cerdas 
melalui pendidikan informal dan menghimpun seluruh hasil memori 

kolektifi daerah agar nantinya seluruh masyarakat Kabupaten Bombana 
khususnya dan Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum akan lebih 
mengenai bentuk, corak budayanya sendiri sebagai simpul pemersatu 
daerah dan bangsa. Oleh karena Itu, pembangunan dibidang urusan 
perpustakaan dan kearsipan sudah selayaknya menjadi salah satu 
prioritas utama untuk membangun daerah Kabupaten Bombana. 

• I 

5.2. Kebijakan 
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Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RE?lSTRA 2017-2022 
Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 

Tabel 5.1 

• I 
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---------------- bagian dari halamari ini sengaja dikosongkan ------------- 

Rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif disusun Dinas 
Perpustakaan selama periode RPJMD yaitu 2017·2022. Program dan 
kegiatan ini berdasarkan strategi dan kebijakan serta memperhatikan 
tujuan dan sasaran serta indikator kegiatan untuk realisasi output dan 
outcome untuk realisasi indikator program tingkat OPD. Selanjutnya 
uraian rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Perpustakaan 
periode 2017-2022 dapat dilihat dalam tabel 6.1 pada halaman lampiran 

dari dokumen ini. 

6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

BABVI 
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; 

-------- halaman ini sengaja dikosongkan ------------ 

I • 

Kondisi yang ingin dicapai adalah kondisi urusan Perpustakaan dan 
Kearsipan yang ideal, dengan capaian indikator kinerja kunci {IKK) rata-rata 
program dan kegiatan diharapkan minimal 85 % dan atau mendekati 100%. 

Renana capaian kinerja IKK Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana tahun 
2017-2022, dapat dilihat pada table 7.1 sebagai berikut : 

Perpustakaan dalam bidang urusan wajib perpustakaan dan kearsipan 
sangat ditentukan oleh berbagai faktor internal maupun ekstemal. juga 
ditentukan oleh penentuan indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama 
yang ditetapkan diharapkan juga telah dapat mengukur kinerja pada 
indikator kinerja kunci, yang tertuang dalam realisasi pencapaian target. 

pelaksanaan Rencana Strategis {Renstra) Dinas Keberhasilan 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN DAN 
BIDANG URUSAN KEARSIPAN 

. 
I 
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Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kabupaten Bombana Periode 2017-2022 
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amanah undang-undang dan peraturan 
menerapkan pola manajemen yang 

bahwa pelaksanaan 
pemerintah dalam 
sberbasis 

j 

Kami menyadari bahwa upaya dan kerjasama, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dan sekaligus, merupakan sumber 
motivasi bagi pimpinan beserta seluruh karyawan/karyawati Dinas 
Perpustakaan Kabupaten Bombana dalam melaksanakan program 
dan kegiatan tahun-tahun yang akan datang. Dengan harapan 

Selain itu perlu memperhatikan dan memahami keterkaitan 
antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili 
aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap publik iakuntabel; serta dalam 
rangka menciptakan clean and good governance. 

I 
.• 

Rencana strategis Dinas Perpustakaan Kabupaten Bombana 
periode tahun 2017- 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam 
pengelolaan sumber daya dan dana daerah untuk mencapai visi, 
misi, dan tujuan dan sasaran RPJMD dalam meningkatkan budaya 
literasi perpustakaan masyarakatnilai melalui pelayanan publik yang 
berkualitas dan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tujuan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diukur dengan nilai Indeks Aktifitas 
Literasi Membaca yang diharapkan mencapai 75% , dan nilai 
Predikat SAKIP OPD di level A , ditetapkan menjadi indikator yang 
mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Perpustakaan hingga akhir 
tahun periode RPJMD. 

'I 

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan Kabupaten 
Bombana periode tahun 2017-2022, merupakan dokumen 
perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD 
Kabupaten Bombana 2017-2022. Renstra ini disusun telah 
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017. Diharapkan menjadi petunjuk dan rambu-rambu bagi 
pengelola bidang Perpustakaan dan Kearsipan dalam membantu 
Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk melaksanakan tugas 
pemerintahan urusan Perpustakaan dan Kearsipan di daerah. 

• 

• • 

BAB VIII 

PENUTUP 
• 
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kinerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat 
mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik dan mewujudkan 
kinerja birokrasi sesuai target telah ditetapkan dalam Renstra Dinas 
Perpustakaan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 . 

• 



Lokasl 

i7S,OOO 

.ava:nan Sh1r1.,1lt~ dan Otomitsf )l-m~ah Bahan pl.4laka 
Bt:tbasls TIK p.;ilatTI tc'.atalog Otcrnasi 

l•k5"fflplar) 
:?6,7SO 6"1,400 

20t,991 

19~.0!M 

45,000 

5),000 90 

211,120 

l9,SOO 

19,500 

60 

100" 

12,50-, 

12,SOo 

45,'1.'iO 

170,PO 

9,So) 

40 

50 

45.4!;·" 10,201,111 54.55•>1 

A 

75% 

Kondlsl Kinerja pada 
akhir perlode Rensira Unit KeiJa 

PenaM 
gung 

Jaw al> 

10°" 

~o.o°" 

A 

rget Rp.(uOO) 

Tahun·5 (2022) 

54.55'.\i SO.So" 

cc 

Rp.(OOOt 

22.1:i-" 

6363 

15 

______________ _.,_ .,_ __ 

6,363 

NA NA 

Target Peren~ana Target 
an 

Ji..mlah Sekolah 'J'e1ng 
tlikl.JnJuo&an Lavanan 

---------- ~~~ipustakaan Kel1lir,l 

. 
Ta hun.3 (2020) Tahun-•f(2021) ·2(2019) . 

j Rp.(000) Target Rp.(000) Target kp.(000) Ta 

.. --------- --- 
I 40" SS" ·1 

1 -- - -- 
B BB 

I -- - - 1 
I 

·- ,_ 33.33" ~.67" 

' ' i 1--· -- - - 

61.18" 11.12" 

l -- -- 
313,6~ 61.11" 1,236,4.0 11.12" 190,115 

I ·----- ·- -- - 
i 

,: 46,C9'1 70 20,0UO 10 40,000 

- - -- 
46,S4i so 20,0uO 55 45,000 

- - .. 

! 
: 14,500 11,0(Jll 16,500 22,650 
I 
' -l----· -···----- -- ' 
I 225,tQI) 14,500 so.ooo 16,500 250,000 
I .l .l --- -- 

Target KlnerJa Program dan Kerangka Pendanaan 

-----------------·-----------~ ----- -----~ -------~----------~-~ ~--~ 

.. 

oar a 
capaian 

pad a 
Tahun 
A1,11al 

JL.mlah Toui Ktrfosama 
t',trrgan Semua Jer,ls 
r,~tp1Jstakaan 
tAasyarakat 

30 

TABEL 6,1 
~ENCANA PROGRAM, KEGIAfAN DAN PENDANAAN RENSTRA 2017·2022 

DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOMBANJI 

... 

c:,,kupan Jumlah 
f,~n1unJung 
f•.trpu1takaan 

:>en1embangar l;.yayanan. 
Ferpustalicaan "'-@111\lig 

fttrsentase Pen.qunaan 
p,odla dl&ltal (•·kook) 

Pttngembanaari tr.(JHama 
,alyanan dan Prrk>inaan 
)rrpvstakaan 

----------- 

Ptngolahan, Layonan dan 
e>':"rlan Bahan P'<staka 

Protram 
Pel 

1 

I 
I 

I 
l 

I. 
3 

I 
4: 

Menl~~k~~ny-a~~--~~~~-~~~--~~~ 

Pen11~ "I aan Alternatli 
Medlallaca 

hn•nt.1._ Perp1i1,tl!ban 
Y-1"1 Sasual S~ndar 

Men1r,1katnya Jumfa~ 
Perputtakaan yana 
mem1:nuhl Standar 
Pelayana n l'llblfk 

----~ -----~·----------- 
Nllal Predlkat SAIOP 

OPO 

1"1d•k, Akttvlti11 llterasl 
M•mba~, 

; 
!··· Menln1kat;~-a-~--------------~---------. .. _ 

Budaya Llttrnl 
Masyarakat. molalul 

Pelayanan Publik 
yan1 BerkuaU1.,~ dan 
Birokra•I yan• aerslh 

d an Akuntbl>OI 

lndlhtor 
Kinerja,Tujuan,sasa 

sss ra n,Progr~m 
[outcome) Dan 

Keglatan (output) 

Kode !iasaran 

r··------------------~--~---~ 

1.AMPIRAN I 

http://10.20i.l7l


... • 

--~--···· ~-----~---~-----'-----~---~ 

174,693 90% 34,(J()() 30,000 18 32,593 

--+---~--+-------+--~ --1---- -+------l -----~-----,...-··- 

25,000 700 

50,<JOO 

40,000 25 

131,330 

70,000 90 

85% 

80% 

60,000 25 ss.ooo n 

eo 

25,000 

35,000 

500 

45 

18,370 

34,605 ZOB.365 

--+-~--1--------+-----t-------+-----1-----+- __ __, _ 

204,597 

113,900 

95% 

95% 46,500 25 37,400 15 

35,000 

30,000 

18 26,177 

14 

350 

38,100 

39,960 

12 

200 100 

10 

14 

18,760 

28,420 10 10 

Pemasya'-lkatan Mlnat du, 

5 
Kebias~a11 membaca un':l.tk 
mendo~cr1g terwujudny, 
masyara~ . .tt pt-mbtlajar 

4 
Publikasi d.an Sosiallsasl Minat 
dan KegtrTlaran Membae:a 

3 umum. Pefp-ustat.aan 
Desa/l(e!u rahan dan 
Perpustaknn Khusus 

2 
Pengemt•arigan Mlnat dat1 

Budaya faca 

·-~------------~--- ----- 

Perpusta~aao SLTP yat1g 
ml!menutl1 krlt,rl• 
s~ba1ai ~1,e1a Lomba 

Jumlah Prrpustakaan 

Pamer.11 V.;!1"11 mfnjad~ I 
Anggota F1~1 pustakaan 

r 
I 

Perpustat~an vane 
Terlatlh/ 11,,seriflkat 

Supervisl, Pemblnaah di'\ 
SUmu,a,, ,>ada P•.-pus1aq.,r, Jum,a~ sPM- ~efola 

Jumlal'I pi!'serta 
(abupata" Lomba 
Be-rcerlta A.r,1k Tk 
1Ca0upa14f' dan tk 
Provlnsl 

Pengemt:w,gan Ptrpusuh,an 
Masyara•i..tt, Komunltas da1 
Rumah ~.ica dan 1 PendlstribUslan Buku at-11,J 
bahan p~~tak& kepadap h_;k 
ke!lga 

Jumlah prrp1..1stakaan 
masyara~~t.komunltas 
dan rumat- baca yan1 
df~mb::JriJ;rikan 

----.------+-- ....,._ ---+--·---+-----+-------+------+------+----,-----!------ ..... -------.., 

&9.l9 114,u, 50 150,990 40 74,,415 

--+-- -··-t-----·---+---,-·---- ··------..,-··~ 

U,611 

54.17 

0.95 27,000 700 

5417 

4,()()() 

30 

~r-= 
-+---- ------1---- .... ---+---- .. ----+---+---·-- 

111,745 25 U5,l40 10 10 
lnd..S l(r..1•mara" 
M•mbadl 

Pro1ram Pen1•mban1an G•mar 
Membao,1 dan Pam~na at, 

p,1pu1takaan 

i 
- ------------._. ..J ----1----- ·---i---.--r--J·---+---- ---~-----+--- 

74,403 

--+--·-·-+------·-+---·-< -----+----+-- -----i 

2,500 

135,000 

10,300,000 

c.s 

90% 

75,000 10 

150,000 

41000 15,000 

10,(00,000 

500 

0 

20.83% 

--+-~· -+---- --4----+-------+---f-----~r-----+---------< 

15,908 400 24,995 

16.67% lndeks ~4.1da~1 Baca 
Menln1katnya fliJdaya 

'Baca Muyara~at 

!------- ---'--- L---'----··--------+--------·-----+'---+-- 

300 200 
Jumlah eL•1u P1Jstaka I 
R.usak st~o1ri1 dan A.ln1a11 [ 
yang Di:r• ,t~ul : 

Pemellt11ra;m l(oleksf Pll.5taka 
Daerah 

Jumlah SC'~ Penselola 
Perpust.a~ ,,~n Datrah 
yan1 ler1..i:lh 

Pent1;emt:1n9an SDM 
Perpusta~3an Daerah 

- -~,____...._....,. --------·-·- ----------, .,.---If--·-----··---+-- 

. ... . . • 



... 

15,000 

~ODO 

2,521,72) o., •• 
PttJJUltakaan 

34,534 

~2 Sin 

250 

4'.3.50 

12 lfr 

4,850 

Total \101~1me Arsip In 
aktlf Kab, pat•n !ton) 1 •w•:'~=1- __ c ,, ---+-------- ~:_ ._,___J···-- ---··--+--9~9 ___,..___ --+--A---1 ------+- --A--+- 

% Polayaian Admlnlttm.i' 
perkantonm I 

Jumlah St)[:,,~ Ma•uk dan 1- 
Keluar - ....... __ ..__..,.--------·----+---~-·-----1-----+---~---- 
Rokonilg rncg dtbayar!can I 
untukjae-a ~omunlka~. 
,umber da,a fir dan listri~ 1 

2.B50 5,tl5Q 5,65( 

---1---..J··---- ~~---~~~ ------,---- ·-·~,..........__...,-----------·---+----! ------ 

15,000 

1,000 

1291n 

250 

100% 100% 

10,000 119,282 

20,984 58.0 

rsm 

1JOO 

10.000 

250 500 

10011 

10,560 

500 

14,56( 

-- •---+P-on_ye_d_i:~:-=:" dan Jumlah k:.::=-l----- 
. I 3 u~ 

perlzi11an k·~ndaraan Kantor operasionll'.~-----------'-' ---~------'--- --~~- 

12 Bin 

150 

479.614 

t5,953 

IQ0% 470,614 

33,429 

10,560 

500.00 

100% 578,509 

50,000 

13/iSO 37.74 ,u, 
53 

15 

9.43 

28,000 

1?512 

0 

3.77 

100% 100% 

12 Sin 12 Sin 

150 lbr 150 

Penyediitf.111 jasa komunlkall 
MJmber ~;'~ sir dari llstnk 

Pn1gram Peltiyanan Adminlabaal 
Perltanf:otan 

____ ...... -~----·-. --------- 

s Survey volume Ar.sip 

c•upa" CPO 'lan1 
a P•layan,r Kearslpan Ou,11h Menerapl1.m e·Ar'S.lp 

Terlntegr0s.i 
--+--+--- ------ --+--- ------------+· ---+- 

10 

30 

Pembina~ n l<earslj,an Jumlah ?111gf!lola Arslp 
3 Perangklt Oaerah, Ma,ya.·3kat OPOyanl 

dan Per~ sahaan Terlatlh/ft\~1er'tifilicat 

)umlah >r'>f!",a S01.\a\'lsas.1 :. 
2 Pe111ol;,ri~n Arslp l(abur:-il!.tn Peratura~ l<:eanlpa~ 

Oaerah 

Peneolaf'lan daii Pe:ngawasan J\Jmlah QPO yan1 
1 Arsip oa,nh (JRA dan Melakulc1n Per1yusutan 

Cakupan .fl.rtip Balcu 

Jomlah ~,,,eta uimba 1 
dengan l(itte1orl 2 pada 
tln1kat 1<t11emaran 
Munbac# 

----- --+----...,.·- ------+" ---+-- 

r---1--~ -----~--+----------,. -----+- ---1r------+-----t-------,f---·-- -----.--- -+----+---.; ----+----f--------, 
25,000 90 124,612 

105,500 20,000 75 

25,000 

66,000 21,000 

467,440 96,984 

60,000 0.9 

90" 

30,000 

25,ooo 

15.ooo 

20.000 

75 

5~ 

--r---1--- ------ --+--- -----+-----+ ----.-- ------1------1------1--~----- 

25,000 

-~---+------------------.. --..._, .,._~ 

21,612 

50,500 

31 

120 

55 20.~()(J 

30!JOO 

35 

85,85J 

10,000 

40,000 44 "0,622 22 0 

5.06" 105,541 Daerah 
P•mblnaa'1,. Pen1•IOlaan dan 

Pen1a~unn Keairsrpa11 95,512 

0 0 

0.5°" 

..... .. . 

20 

Jum lah 13u11da baca 
'5ar'np<iil kt t1n1kat 
Oesa/l(ch1r;1han 

6 
Penyelll"f:saraan tcoordir ..1~1 
ff!til~,.,,t>,rigan 9udaya e,~::a 

7 
Pereni:::a,nnn dan Penyu,~ ,man 
Proaram Budaya Baca 

·r•rwuJudnya 
,Pelayenan a1,r~ru1 
I yang Berslh di" 
Akuntabel 

1Menlngkatnya ten&l!lolaan K~arsFpan 
Oaerah Yan1 
Profeslon al 

------- ---+- 



.. . 

.. -- - -- 
Jumlah Lapora n 

P•ryecloan J ... ed~i1istrali P\ngolOlaan don 128~ 12 Bin 10J,64l; 1281n 103,643 5 12Bln 103,643.5 12Bln 103,643.5 '2Uin 1 I 0,$43,5 12Bln 110,113.5 
keuangan P~rt..nggu ng l•w•lian 

K•uangan -- - -- - -- -- .. - 
P1rrediaan ia,sa ket,;-Sihi:!n WuKtu penyediaar, 
ka11tor, per8latsn kebe~an Jasa Keber,ilhan 12hln 12bln 6,500 12bln 7,000 12bll, 7,000 12bln 10,00( 1lo1n 1'l,OOO 12bln 10 000 
K1rtor kantor secara mernadai 

-- - -- - -- 
Ptryediasn 1lot IUI slantor Jurn=flh waktu Peme,,uhan 12 Bin 12 Bin 32,0c,J 12Bln 13,5CO 12Bln 13,500 12Bln 18,00C '2Bln 11.000 12Bln 11 l)DO 

ATK ;ang Momad<> 
-- - - - -- - -- - I 

Ptry9diaan barang ,et;ikam dan Ket,rsediaan Baran~ r.etak I 

I 
d>t Peog;andaan ~ar,i 12 Bin 12Bin 12,0c,J 12Bln 6,5CO 12Bln 5,5()(1 12Bln 6,500 1, UL1 ~.soo 12 Bin &'\00 

Plo,;91ndaan meinadal ' 
- - -- 

' J~r111ah penyediaar, Bilh11n Par ~!dlaan bahan t,t:11!6an dan Bat:..1,an dalam satu i.,!1 un 792 79f 4,700 1056 4,260 1554 10,560 ,, 91n 12,000 12Blt 12.000 !2Bln 1l 000 
J1tlr1r.un1n pervndang·lJndangen 

(u~) ! 
I - -- - -- -- 

Parenuhan meka.n oi:rn I P,r y9dl88n m11ksnal'l ti tin Ml~um Ha,an, Taffl\J dsn 12 bl~ 12bln 4M)J 12 bin 32,0CO 12bln 32,0011 12bln 35,000 1,hln 3.;,000 12 bin 35000 
r-nln1,1man 

~JI - - - - - 
Ptry,d\aan jasa adrt1histrasi JoJtn ah PHTT yang 

diko,trak ke~a salamf. 9 9 64,0()J 6 53,600 8 53,500 8 53,500 a 53,5()(1 8 53 seo 
~<a.ntoran 1-,tc11un 

- ·- 
P,r1•aclaan Ja .. Pul1iika.l JJ~1;ah Publi~asi Pro~r,m 12 b~1 12bln 7,0()) 12bln 7,000 12bl" 12,000 12 bin 12.000 '.l l;n 12,000 12 ~n 12.000 

; d3t, Kegiatan Oinas ! ' -- i I 
Ju1n1ah Rapat Koordil"" i ~r,at-rapat i<Oor<lnas dan dalam doerah dan R•p>t 

r.()j19ul'lasl dalam dan IJardaereti K~sulla~ Luar doers' ~ng 
47 s(i 230,7,,; 65 225,0CO 65 225,000 65 225,000 65 225.000 61 221000 

dihadiri 

-- -- -- --- --- -- ... .., ... _____ .. --- .. - ------·-- 

Progtim Penlngklltat1 Ekmina dan P•raintas• K1,1ncaran 
TUg•• ApoNl!ur do!"" 1w,i, 100'!, 127,750 1011'4 139,208 10Cl'I, 19,979 100'1, 296,179 100'1, 3tl,679 100·~ 1,0,1.4.~i5 

Pr11anm1 Aparot1Jr PII, <11noan Tull Of'O 
I 
I· -~ - ~ ... _____ ...,._._ --- _,.--- ~~-~ ------- __..,,, ____ ·-- ,-----_ ...• - .. ..,,r···- -------- 
I 

J,n, •h pengembang1ri I 
P1ryembangan Ge<f..ng Karrtor Ut;inai dan ~58rantl 0 ('i ,) 2 38,879 1 28,879 1 26,879 1 21,879 ! 28 il19 

getung kamor yang 

! 
~alioasi (paket) 

' - -- - - -- -- --- - --- 

P,r gadaan Kompu;er J:Jr-;-1:ah Pengadaan ~ j 40,1\>) 2 18,0CO 0 (I 4 45,000 4 45,1)00 \ 4! 1)00 
Kwputerteniallsa•i (.ml) 

' 
__I I 

'----_.J 

. .. .. • 



60,000 

t------- 

331,000 

12,000 

-------- 

41,aoo 

100% 

32 

100% 

60,()()(\ 

120,000 

12,000 

12,000 

10011, 

10011, 

•) C O (l),000 

__ J_ ____.__ ---~------'-- 

m,ooo 

12,000 

10011, 

10011, 

32 

45,000 100% 43,000 10011, 

9,000 

-~--+-- ---+-----+------+---- --------- 

40,000 40,0(l(I 

-!---~--------- 
~.ooo 5,000 

-1------1--------- 

5,000 

6~000 65,000 

50,000 

100,000 

5,000 

52,100, 

28 

10011, 

25 

____ _,_. ....,. _ 

2s,ooo 

l,~O 

J,1mlah Aap8'11tu'J""U 
tr•nglkul Di~at Fac·na! 

100;. 

26 

- ------------ ••~·---- ·---~"-·---- ·-----·-~·---------------···----------------~-W-1---- 

10011, 
P~rsentaa• Pam,nuh1n 

Fa11111a• P1nlngkalln 
~umbtt Doyo Apou1iu, 

Hlm!ek dan DIKl..at Fnnt&1 

Penln~~aton Sum~r doY• Aporatur 

P,r.1aliharaall" Rahat~!~a~ Jutn ah pameliharaan r'JUti 
l<'1' daraen Din as J3to1.1lan Ker-darean 
/~ierasional/ Opera,i<lOal ldlum Di!a'Oper .. ionol (Jl'l(J 

JJnuh Pengadaen 
P1r,gadaan Per1engkil1Jan Gedung F61'ii,r,g~apen kenlor ~aig 
Kirl!lf ~~ioosl 

P1moliharaan1Rohaoil tasi Gadung JU!tJ,oh pemelihoroon r Jtln 
Klrto< i<llung kontor yong 

lar\;ksano (Kegialan) 

; 

-+------~~------- ---- 

12,000 9,000 

---1----··----- 

8,400 

-t---- ------1-------1 ------- 
2a 

1,400 

22,BB9 

3,340 

52,100 

----- ------>- ----;t-- ----+----+---- --+---,1------- 

1110.000 

------- 
10G ODO 

____ ... ·-- 

!.')00 

·~l.000 

5,000 

10011, 

c 

100'Ji, 10011, 

J·Jftliah Pakaian Oinat, ~ang 
Ci1takan {psng) 

P1r gadaan pakalan Kiu&t.Js ha'l­ 
Mn tetentu 

P21tfienta&11 Ptmenuhan 
Progrtllh p1nlngkalan dlaiplln aparatut F .. lllta& Ptnlngkaun 

Dlllplln Aparalllr 

J;truh GedunglRuar,J 
Ko,,1oryong di..,nOIIOS' 

-----!-- ---------+- ---+-- 

-------------+- 

-~esto<osV Ronov~-~ Gedung 
Konlol 

4,000 

----~----- 

. . 

JiJ~iieh kegietan 
P9heliherHn rutln pel"•~leten 
••~lor yong te<lolotona 

P1melihoraon I Rehobilllasl 
l'lraoton Kontor 

Jurn ah Pengodoon 1,1,bolair 
ktrit:>ryeng te~etisati 
(p1,e1) 

-------------+- ---- 

Ptrgadoon Meubelair 

.. 



.. i.' .... 

[,, .. _.:_,_ Jumlah Apototur yl'~ I 
11"ngikuU Blm!ek 25,000 

·1 
43.~0; 45,0tli 45,000 ,!l,000 61,000 P@rundanD-iJnd111gn11 lmplementasi PO<'Jld•ng· 

Un,angen 

------ -------- 
P1n.ngk,t10 dan Pt11gomb1ng1n 

Slatnn P1l1po'11n C1p;lln Klnefj1 don 100'f, 10(1~ 6000 10~·1, 11500 100'f, 11!0u 100'1, 11500 100'!, 12500 100'4 ;1:~000 
K1u1ng1n 

···----- 
P0!1yu1unon CJIO~,n Kinorja den J .rnlah Ook\Jmen Ki11•rj• 
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Pe-rerica.naan Lim~ TelhUl't3n dan )sng berkualit8s dao tepet ~;: 30000 20CI)) 20000 :1000 ;10000 
fahunan "•<tu 
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